
BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR J "TAHUN 2014

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PARIW1SATA DAN EKONOMI KREATIF

KABUPATEN BENGKAYANG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,
a. bahwa berdasarkan  Peraturan  Daerah  Nomor 8

Tahun  2014  tentang  Perubahan  Kedua  Atas
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Organisasi  Perangkat  Daerah  Kabupaten
Bengkayang, dipandang perlu menetapkan Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, dan
Ekonomi Kreatif Kabupaten Bengkayang;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud  dalam  huruf  a,  perlu  menetapkan
Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kabupaten Bengkayang;

1. Undang-Undang Nomor  10 Tahun  1999 tentang
Pembentukan  Kabupaten  Daerah  Tingkat  II
Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3823);

2. Undang-Undang Nomor  33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  126,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 2004 Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor  10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2009  Nomor  11,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor  11 Tahun 2010 tentang
Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun  2010  Nomor  130,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

5. Undang-Undang Nomor  12  Tahun 2011  tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);



6. Undang-Unclang  Nomor  s  Tahun  2014  tentang
Aparaiur Sipii Negara ( Lembaran Ncgara kepublik
Indonesia  Tahun  2014  Nomor  6,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 );

7. Undang-Undang  Nomor 23 Tahun  2014  tentang
Pemerintah  Daerah  (  Lembar  Negara  Kepublik
Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244,  Tembahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang
Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatv.a,
Taman Nasional, Tainan I-lntan Raya dan Tainan
Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 51 16);

().  Peraturan Menleri Dalam Negeri  Nomor 57 Tahun
2007 tentang Petunjuk Teknis Penalaan Organisasi
Ferangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 56 Tahun
2010, tentang Perubahnn Atas Peraturan Menteri
Dalam  Negeri  Nomor  57  Tahun  2007  tentang
Petunjuk  Teknis  Penataan  Organisasi  Perangkat

Daerah;

10. Peraluran Menteri  Dalam Negeri  Nomor 1  Tahun
2014 tentang Pembentukan Procluk Hukum Daerah;

1 1. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang
Pembagian  Urusan  Pemerintahan  yang  menjadi
kewenangan Pcmerintah kabupaten ISengkayang;

12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 201 1  lentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Bcngkayang,  sebagaimana telah  diubah  beberapa
kali,  terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun  2014  tentang  Perubahan  Kedua  Atas
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011  tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
liengkayang.

MKMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN  OUPATI  TENTANG  STRUKTUR
ORGANISASI DAN TATA KERJA D1NAS PARIWISATA
DAN EKONOM1 KREAT1E KAMUPATEN BENGKAYANG

MAM I
KICTICNTUAN UMUM

Pasal 1

Daiam Peraturan liupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah  Pusat  sclanjutnya disebut  Pcmerintah  adalah  Presiden
Republik  Indonesia yang memegang kekuasaan  Pemerintah  Negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerinlah oieh
Pemerintah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negnra
Krsatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

3. 1'cmcrintah Daerah adalah Bupali dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Uacrah.

4. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.

5. Kcpala Daerah adalah Bupali Bcngkavang.

(>. Sekretai'is Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.

7. Dinas kebudnyaan, Pariwisata,  Pemuda dan Olahraga adalah Dinas
Pariwisata dan Kkonomi Kreatif kabupaten Bengkayang.

<S. kepala  Dinas adalah  Kepala  Dinas Pariwisata dan  Rkonomi  Kretil'

Kabupaten Bengkayang.

'). Unit  Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkal UPT adalah Unsur
Pelaksana Operasional Dinas Pariwisata, dan Kkonoini kretit Kalmpaten
Bengkayang yang berada di Kecamatan.

10. Kebudayaan adalah suatu hasil kegiatan dan peneiptaan batin (akal butii)
manusia  sepcrti  kepcrcayaan,  kesenian  dan  adal  isliadat  sort a
kescluruhan  pengetahuan  manusia  sebagai  niakhluk  sosial  yang
digunakan untuk memahanii  lingkutigan serta pengalaniannya yang
menjadi  pedoman tingkah lakunya dan hasil  akal  budi  dari  alam
sekelilingnya yang dipergunakan bagi kesejahteraan hidupnya.

1 1 . Peninggalan sejarah dan keperbukalaan adalah benda buatan manusia,
bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan alau kelompok, atau
l>agian-bagiannya atati sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya
50 tahun atau mewakili gaya yang khas dan mewakili  masa gaya
sekurang-kurangnya SO tahun serta dianggap mempunyai nilai pent ing
bagi sejarah, ilnm pengelahuan dan kebudayaan.

12.Kesenian  adalah  kegiatan  alau  perjlaku  ekspresil'  maiuisia  yang
menghasilkan karya keindahan dalam rangka pemuasan hasratnya akan

keindahan.

13.Kesenian Tradisional adalah kegiatan atau perilaku ekspresif manusia
yang menghasilkan karya keindahan yang borakar dan hidup atmosfer
tradisi  tertentu dalam rangka pemtiasan hasratnya akan keindahan
sesuai dengan nilai-nilai tradisi yang dihayati  komunilas pendukung

tradisi itu.

14.Film adalah karya cipta  seni  dan  budaya \ang merupakan  media
komunikasi  massa pandang dongar yang dibua!  berdasarkan a/as
sinematografi dengan direkam pada seluloid, via video, piringan video dan
atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam scgala bentuk jonis
dan ukui'an  mclalui  proses kimiawi,  proses elektronik aUiu  proses
lainnya, dengan atau tanpa suara yang dapat dipertunjukkan dan atau
ditayangkan dengan sistein  proyeksi  mekanik,  elektronik  dan atau

lainnya.

15.Wisata adalah kegialan perjalanan atau sebagai daii kcgitilan tersebul
yang  dilakukan  seeara  sukarela  serla  bersil'at  sementara  untuk

menikmali obyek dan dava tarik wisata.

16.Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata

17.Pariwisata adalah  segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata
termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha
vane terkail dibidang tcrscbut.



18. kepariwisalaan  adalah  segala  scsuafu  yang  bci hiibungan  dengan

pcn\ lenggaraan pariwisata.

lc). Usahn  Paiiwisala  adalah  kcgiatan  yang  hcrluiuan  untuk
menyelenggarakan jasa pariwisata,  mcnyediakan atan  mcngnsahakan
obvck dan daya tarik wisata, usaha sarana paiiwisala dan usaha lainnya

yang tcrkait dit)idang tcrscbut.

^0. Obvek dan Dava Tarik Wisala adalah segala sesualu yang menjadi

sasaran wisata.

21.Sai'ana  Pariwisata adalah sarana ekonomi dan  sosial  budaya yang
diperlukan langsung olch  vvisalawan didaiam mclakukan pcrjalanaii
sepcrti transporlasi, akomodasi, resloran atraksi wisata dan lam-lain.

22. Jasa Pariwisata adalah suatu kcgia.lan yang mcnvediakan jasa dibidang
pariwisata  yang  melipuli  jasa  perencanaan,  pelayanan  dan  jasa

penvclcnggaraan pariwisata.

BAB il
KKDUOUKAN, TUCAS POKOK. 1-UNGSi UAN STKUKTUR ORdANISASI

Bagian Kcsatu
Kedudukan

I'asal 2

Dinas  Pariwisata  dan  Kkonomi  Krcatil  bcrkcdudukan  dibawah  dan
biM-langgungiawat) kcpada Bupati clan serara tcknis administrasi mrndapal
pcmbinaan dari Sekrctaris Dacrah.

Bagian kcdua
Tuaas Pokok dim Kvmasi

Dinas  I'ariwisata  dan  Ekonomi  Krcalil'  rnempunyai  tugas  pokok
melaksanakan urusan pemerinlnhan yangmcnjadi kowenangan kabupaten <li
bidang Uinas I'ariwisata dan Ekonomi Kit; it if.

Pasa! 4

Untuk mclaksanakan lugas pokok sebagaimana dimaksud daiam Pasal 3,
Dinas Pariwisala dan Kkonomi Krcatil mcmpunyai fungsi;

a. pcny\ s\ nan program dan pengendalian dihidang pariwisata dan lCkonomi

Krcatil';

b. perumusan kct)ijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pcmbinaan teknis
fx-nyclenggaraan kegiatan penggalian dan pclcstarian budaya;

v. perumusan kebijakan teknis, iasilitasi, koordinasi dan pcmbinaan teknis
penyt'lenggaraan kegialan pcngembangan produk dan usaha pariwisata;

d. pclaksanaan pcmbcriaan perizinan dan pclaksanaan pclavanaan umuni
dibidang pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan

c. pclaksanaan lugas lain dibidang pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang
discrabkan oleh Hupati.



Bagian Keliga
Siruktur Organisasi

I'nsa I 5

(1)Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Rkonomi kreatif terdiri dari:

a. kepala Uinas
I). Srkietariat, membawahi:

1.Sub Bagian Administrasi Unium dan kepegawaian;
2.Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan.

c.Bidang Pengembangan Sumber Daya l'ariwisala;
1. Seksi Pengernbangan Sumhcr Daya Pariwisata;
1. Scksi Pcrnasaran dan kcrjasama.

d.Bidang Pengembangan Destinasi;
1.Scksi Pengembangan Usaha Pariwisata;
2.Seksi Pengembangan Uaya Tarik Pariwisata;
3.Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata.

e.Bidang likonomi Kreatif;
1.Seksi Pengembangan F.konomi Kreaiil;
2.Scksi Pemasaran Kkonomi k'reatil';

3.Seksi Pengembangan Sumbcr Daya likonomi Krcatii'.
I'. Unit Pelaksana Teknis Dinas
g. Kclompok Jabtitan Fungsional

(2)Bagan Struktur Organisasi  Dinas  Pariwisata  dan Kkonomi  Kreatif
sebagairnana tercantum dalam Lampiran dan mei'U]5akan bagian vang
lidak tcrpisahkan dengan peraturan ini.

Bagiau Keenipat
Kepa.la Dinas Pariwisata dan Kkonomi krealif

Pa sal 6

(Ijkepala Uinas schagaimana dimaksvid dalam Pasal 5 aval (lj hunii' a
adalah  unsur  pimpinan yang  mempunyai  tugas  pokok  memimpin,
incmbina,  incngkoordinasikan,  mcnyclcnggarakan,  mcngcvaluasi,
mengawasi dan mengendalikan kegiatan dinas di hiclang Pariwisata dan
Kkonomi Kreatil'sesuai peraturan perundang-undangan yang herlaku.

[2] Kepala Dinas sebagaimana dimaksucl pada ayat (1) dalam hal bcrhalangan
dimana pelaksana tugas dan fungsi di laksanakan oleh Sekretaris atau
pejabat lain yang di tunjuk.

Bagian Kelirna
Secretariat

T'asal 7

(1)Srkretariat  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)  huruf b,
mempunyai  tugas pokok memberikan pelayanan administrasi kepada
sennia unsur dalam lingkungan I linns Pariwisala dan Kkononii Kr<'atif.

(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris
vans berada dibfnvah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.



I'm sal 8

Unluk menvclcnggnrakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 7 aval
(1), Sckretariat mempunyai fungsi :

a.  mclaksanakan  penyusunan  perencanaan  program,  kcgialan  dan
anggaran unit kerja ;

1).  mclaksanakan  pcnvusunan  keuangan  belanja  administrasi  uiiium,
bclanja opcrasional (tan pcmcliharaan unit kcrja, pcngendalian program,
kcgialan  monitoring dan cvaluasi  kcgiatan dan pclaporan program
kcgialan dan kcuangan unit kcrja ;

(..  melaksanakan  adminislrasi  kcpcgawaian,  organisasi,  tata  laksana,

kclcmbagaan dan pcnvusunan produk hukum ;

d. melaksanakan urusan umum, kcarsipan, pcrpustakaan,

c.  kchumasan dan penatausahaan, pcngclolaan dan pcmcliharaan barang

unii kcrja ;

1.  pembinaan tcknis aparatur dan kclcmbagaan Sub Dinas ;

g.  menvampaikan laporan secara lisan maupun tcrtulis. diimnta maupun
tidak kepada Kcpala Dinas sccara bcrkala; dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lain vang discrahkan olch Kcpala Dinas.

Pasal 9

(1)Sckretariat sebagaimana (liinaksud dalam i'asal 7 ayal (1), membawahi :
a.Sub Bagian Administrasi Umum dan Kcpcgawaian;
b.Sub Bagian Rcncana Kcrja dan Kcuangan.

(2)Sub  Bagian  sebagaimana dimaksud  pada aval  (1),  masing-masing
dipimpin olch scorang Kcpala Sub Bagian yang bcrada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Sekrctaris.

I'asal 10

jl) Sub Bagian Adminislrasi Umum dan Kcpcgawaian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal y ayat  (1)  hurul  a, mcmpunyai tugas pokok membantu
Sckrelaris  dibidang  pcngclolaan  surat-menyural,  (icngarsipan,
administrasi kepegawaian dan pengembangan pcgawai.

(J) Untuk mclakanakan lugas pokok sebagaimana dimaksud pada aval (1),
Sub Hagian Adminislnisi Umum dan Kepegawaian mempunvai 1'ungsi:

a.pcnvusunan program kcrja di  sub Bagian Administrasi  Umum dan
Kepegawaian;

b.pcngclolaan urusan surat-menyurat,  kcarsipan dan urusan umum

lainnva;

c. pclaksanaan adminislrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai;

d.penvusunan liahan laporan dan c\aluasi pelaksanaan tugas dibidang
adminislrasi umum dan kepegawaian; dan

c. pelaksanaan lugas lain dibidang administrasi umum dan kepegawaian
vang discrahkan olch Sekrctaris.

Pasal  1 1

(l)Sub Bagian kencana Kcrja dan Kcuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal <) a\ l (1) hurul" b, mcmpunyai tugas pokok membantu sekretaris
dibidang pengumpulan, pcngclolaan dan pengendalian data penyusunan
program kcrja Dinas Pariwisata dan Rkonomi Krcatil'  dan  mcngelola
kcuangan,  menyusun  anggaran  tahunan,  mempertanggungjawabkan
kcuangan dan pclaporan kcadaan kas Dinas Pariwisata dan likonomi
Krcatil'.



(2) Unluk melakanakan lugas pokok scbagaimana dimaksud pada ayal (1),
Sub Bagian Kencana Kerja dan keuangan mcmpunyai fungsi:

a. penyusunan  program kcrja  di  sub  Bagian  Rrncana  kerja  dan
Keuangan;

1). pelaksanaan penyelarasan dan kompila.si program kcrja dinas;

c. pelaksanaan tata usaha keuangan dinas;

<i. |)elaksanaan monitoring dan evaiuasi penyeienggaraan program kerja
dinas;

e. penvusunan bahan laporan pelaksanaan program kerja dan keuangan
dinas; dan

f. pelaksanaan tugas lain dibidang reneana kerja dan keuangan yang
(iiserahkan oleh Sekretaris.

Bagian Kecnam
Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata

Pa sal 12

a. Bidang Pengembangan Suniber Daya Pariwisala sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayal (1) hurut'e, mempunyai tugas menviapkan bahan dan
pei'urnusan  kebijakan  teknis  dibidang  pengembangan  suniber  daya
pariv.isala clan pemasaran dan krrjasama pariwisata.

b. l?idang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata sebagaimana dimaksud
paria ayaf (1), dipimpin oleh seorang Kepnla Bidang yang herada dibawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (1), Bidang Pengembangan Suniher Daya Pariwisala mempun\ i f'ungsi :

a.penvusunan program kerja dibidang pengembangan sumber dava
pariwisata;

b.penyiapan bahan dan perumusan kebijakan lekhnis dibidang
pengembangan sumber daya pariwisata;

c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang pemasaran
clan krrjasama pariwisata;

(1. pengawnsan  tcrhaclap  pelaksanaan  tugas  dan  ningsi  dibidang
pengembangan sumber daya pariwisla;

e.pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi dibidang pengembangan pemasaran pariwisata;

f. penyeienggaraan kegiatan dibidang pengembangan sumber daya
pariwisata;

g.pembinaan dan pengawasan dibidang pengembangan sumber daya
pariwisata;

h. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas berkenaan
dengan tugas pokok dan fungsi dibidang pengembangan sumber daya
pariwisata;

i. pelaksanaan monitoring, evaiuasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi dibidang pengembangan sumber daya pariwisata; dan

j. pelaksanaan lugas lain dibidang pengembangan pemasaran pariwisata
yang diserahkan kepala dinas.



Pasal 14

(I] Bidang Pengembangnn Sumber Daya Pariwisata sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (1| terdiri dari:
a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
b. Scksi Pemasaran dan Kcrjasama.

\ ) Masing-masing scksi dipimpin olch Kcpala Scksi yang berada dibavvah dan
bertanggung jawab langsung kcpada Kcpala Bidang.

Pasal 15

(1)Scksi Pengembangan Sumber Day a Pariwisata sebagaimana dimaksud
dalam !Jasal  !4 aval  fl| huru! a, mempunyai  tugas mengumpulkan,
mengolab  dan  merumuskan  bahan  kebijakan  teknis  dibidang
pengembangan sumber daya pariwisata.

(2) Umuk mclaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada aval (1),
Scksi Penggalian, Pclestarian Budava dan Bahasa Dae rah mcrnpunvai
lungsi:

a.penvusunan  program kcrja  dibidang Pengembangan  Sumber Dava
Pariwisata;

b.pengumpulan,  pengolahau dan perumusan bahan kebijakan Icknis
dibidang Pengembangan Sumber Daya I'ariwisata;

<:. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi  staf di  seksi
pengembangan sumber dava pariwisata;

d.pelaksanaan koordinasi dan I'asilitasi scsuai dengan tugas pokok dan
fungsi dibidang pengembangan sumber daya pariwisata;

e.pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang
pengembangan  sumber  daya  pariwisata scsuai  dengan  peraturan
pcrundang-undangan yang berlaku;

f. pembinaan dan pengawasan dibidang pengembangan sumber daya
pariwisata sesuai dengan peraturan pcrundang-undangan yang berlaku;

g. penvusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kcpala bidang
berkenaan  dengan  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  dibidang
pengembangan sumber daya pariwisata;

h. pelaksanaan monitoring, cvaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi dibidang pengembangan sumber daya pariwisata; dan

i. pelaksanaan  tugas  lain  dibidang  pengembangan  sumber  daya
pariwisata diserahkan oleh kepala bidang.

Pasal  16

(1) Seksi Pemasaran dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
aval (1) huruf b, mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mengolah dan
merumuskan bahan kebijakan teknis dibidang pemasaran dan kerjasama

pariwisata.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada aval (1),
Seksi Pemasaran dan Kerjasama mempunyai fungsi;

a. penvusunan  program  kcrja  dibidang  pemasaran  dan  kerjasama
pariwisata;

1).  pengumpulan dan pengolahau dan perumusan bahan kebijakan leknis
dibidang pemasaran dan kerjasama pariwisata;



c. pengawasan lerhadap pelaksanaan lugas dan iimgsi staf di seksi
pemasamn dan kerjasama;

(1.  pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi scsuai dengan tugas pokok dan
l'ungsi dibidang pemasaran dan kerjasama pariwisata;

c.  pelaksanaan urusan pemcrintahan dan pclavanan unium dibidang
pemasaran  ilan  kcrjasania  pariwisata  sesuai  dengan  perturan
pernndng-nndangan yang berUikn;

I",  pembinaan  dan  pengawasan  dibidang pemasaran  dan  kerjasama
pariwisata sesuai dengn peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. penyusunan konsep saran dan perlimbangan knpada ke|)ala bidang
berkenan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pemasaran
dan kerjasama pariwisata;

b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan tei'hadap pelaksanaan

tugas dan fungsi dibidang pemasaran dan kerjasama pariwisata; dan

i.  pelaksanaan lugas lain dibidang pemasaran dan kerjasama pariwisata
yang diserahkan oleh kepala bidang.

B;] i;m Ketujuh
Biclang Pcngemb;inf>an Destintisi

Pasul 17

(l) Bidang Pengembangan Destinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) hurul" (1, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan pcrumusan
kebijakan  feknis  dibidang  pengembnngan  usaha  pariwisata,
pengembangan daya tank pariwisata,  dan pemberdayaan masyarakat
pariwisata.

(2) Hidang Pengembangan Destinasi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 17,
dipimpin  olch  scorang  Kepala  Hidang yang  berada  dibawah  dan
bcrlanggungjawab kepada Kcpala ninas mclalni Sekrctaris.

Pa sal 18

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (1), Hidang Pcngcmbangan Dcstinasi mempunyai fungsi:

a. penyusunan  program  kerja  dibidang  pengembangan  dcstinasi
pan'wisala;

I), ponyiapan  bahan  dan  perumusan  kebijakan  leknis  dibidang
pengiMnbangan destin:asi pariwisata;

c.penviapan  bahan  dan  perumusan  kebijakan  teknis  dil)idang
pengembangan daya tarik pariwisata;

d.penyiapan  bahan  dan  perumusan  kebijakan  leknis  dibidang
pemberdayaan masyarakat pariwisata;

e. pengawasan  terhadap  pclakanaan  tugas  dan  fungsi  dibidang
pengembangan dcstinasi;

1". pengkoordinasian dan fasilitasi lerhadap pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi dibidang pengembangan deslinasi pariwisata;

g. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelavanan umum dibidang
pengembangan  dcstinasi  pariwisata  sesuai  peraiuran  pei'undang-
undangan yang berlaku;

h.pembinnan  dan  pengawasan  dibidang  pengembangan  destinasi
pariwisata sesuai dengan peraturan pcrundang-undangan yang hcrlaku;



i. pemberian saran tlan pertimbangan kepada kepala dinas berkcnan
dengan lugas pokok dan fungsi dibidang pengembangan deslinasi
pariwisafa;

j. pclaksanaan monitoring, cvaluasi dan pelporan tcrhadap pelaksanaan
lugas dan fungsi dibidang pengcmbangan deslinasi pariwisata;

k. pclaksanaan lugas lain dibidang pengembangan destinasi pariwisata
yang diserahkan kepala dinas.

1'asal  19

(1) Bidang Pengembangan Destinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
terdiri dari:
a.Seksi Pengembangan Usaha Pariwisaia;
b.Seksi Pengembangan Daya Tarik Pariwisata; dan
c.Seksi Pemberdavaan Masyarakat Pariwisata.

(2) Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan
berlanggung jawab Inngsung kepada Kepala Bidang.

Pa sal 20

(1)Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam
Pa sal  10 ayat  (1)  huruf a,  mempunyai lugas pokok mcngumpulkan,
mengolah  dan  merumuskan  bahan  kebijakan  leknis  dibidang
Pengembangan Usaha Pariwisata.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata mempunyai fungsi :

a.penyusunan program kerja di seksi Pengembangan Usaha Pariwisata;

b.pengumpulan,  pengolahan dan pemnmsan bahan kebijakan teknis
dibidang Pengembangan Usaha Pariwisata;

e. pengawasan lerhadap pelaksanaan tugas dan I'ungsi  slat" di  seksi
Pengembangan Usaha Pariwisata;

d.pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi scsuai dengan tugas pokok dan
fungsi dibidang pengembangan usaha pariwisata;

e.pelaksanaan urusan pemerinlahan dan pelayanan umum dibidang
pengembangan usaha pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

f. pemberian izin usaha pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

g. pembinaan dan pengawasan dibidang pengembangan usaha pariwisata
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang
berkenaan  dengan  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  dibidang
pengembangan usaha pariwisata;

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laopran terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi dibidang pengembangan usaha pariwisata; dan

j. pelaksanaan tugas lain dibidang pengembangan usaha pariwisata yang
diserahkan oleh kepala bidang.

Pa sal 2 1

(1) Seksi Pengembangan Daya Tarik Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam
Pasal  19 ayat  (1)  huruf b,  mempunyai tugas pokok mengumpulkan,
mengolah  dan  merumuskan  bahan  kebijakan  leknis  dibidang
Pengembangan Daya Tarik Pariwisata.



(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayai (1),
Seksi Pengembangan Daya Tarik Pariwisata mempunyai fungsi:

a.penvusunan  program  kerja  di  scksi  pengembangan  daya  tarik

pariwisata;
b.pengumpulan,  pcngolahan dan perumusan bahan kebijakan tckms

dibidang pengembangan daya tarik panwisala;

0.pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi  staf di  scksi

pengembangan daya tarik pariwisata;

d. pclaksanan koordinasi dan I'asilitasi scsuai dengan tugas pokok dan
fungsi dibidang pengembangan daya larik pariwisaia;

c.pclaksanaan urusan pemerinlahan dan pelayanan umum dibidang
pengembangan  daya  tarik  pariwisata  scsuai  dengan  peraturan
perundang undangan yang bciiaku;

f. pembinaan dan  pengawasan dibidang  pengembangan  daya  tarik
pariwisata scsuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g.penyusunan konsep  saran dan pertimbangan kepada kepala biilang
berkenan  dengan  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  dibidang
pengembangan daya tarik pariwisata;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pclaksanaan
tugas dan fungsi dibidang pengembangan daya larik pariwisata;

1. pelaksanaan tugas lain dibidang pengembangan daya tarik pariwisata
yang diserahkan oleh kepala bidang.

I'asal 22

(1) Scksi  Pemberdayaan Masyarakal  Pariwisaia sebagaimana dimaksud
dalam  Pasal  19  ayal  (1)  huruf  c,  mempunyai  tugas  pokok
mengumpuikan, mcngolah dan mcrumuskan bahan kebijakan leknis
dibidang Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Seksi Pemberdayaan Masyarakal Pariwisaia mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja di  seksi  pemberdayaan masyarakat
pariwisata;

b. pengumpulan, pcngolahan dan perumusan bahan kcbijakan teknis
dibidang pemberdayaan masyarakat pariwisata;

c. pengawasan terhadap pclaksanaan tugas dan fungsi staf di seksi
pemberdayaan masyarakat pariwisata;

(1.  pelaksanan koordinasi dan Iasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi dibidang pemberdayaan masyarakat pariwisaia;

c.  pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang
pemberdayaan masyarakat  pariwisaia  sesuai  dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

f.  pembinaan dan pengawasan dibidang  pemberdayaan masyarakat
pariwisata  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan yang
bciiaku;

g.  penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang
berkenan  dengan  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  dibidang
pemberdayaan masyarakat pariwisata;

h.  pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi dibidang pemberdayaan masyarakat pariwisata;
dan



i.  pelaksanaan  tugas  lain  dibidang  pembrr<la_\ ;in  masyarakat
pariwisaia vang diserahkan oleh kepala bidang.

Bagian Kedclapan
Bidang F.konomi krealif

I'asal 23

j!) Bidang Kkoiiomi Krcatif sebagaimana dimaksud dalam Pasai 5 aval (ij
hunil c, memnunyai tuga.s menyiapkan bahan dan permmisnn kebijakan

leknis dibidang pcngembangan ekonomi  krcatif,  pemasaran ekonomi
krcatif serta pengcmbangan sumber daya ekonomi krcatif.

(2) Bidang Rkonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin
oleh xeorang Kepala Bidang yang bcrada dibawah dan l)crtanggungjavvab
kepada Kepala Dinas mclalui Sekretaris.

Fa sal 24

Untuk nicnyelcnggarakan tngas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal
23 ayat (!). Hidang Kkonomi Krcatif mempunvai fungsi:

a.  penyusunan program kerjn dibidang ekonomi kiealiC;

1).  penviapan bahan dan pcrurnusan kebijakan teknis Ijidang |iengeml)angan

ekonoaii kreatif;

c. penviapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang pemasaran

ekonomi;

d. penyiapan Ijahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang ekonomi
pengembangan sumber dava ekonomi kreatif;

e. pengawasan terhadap pelaksanaan lugas dan fungsi dibidang ekonomi

krcatif;

f. pengkoordinasian dan fasililasi tcrbadap pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi dibidang ekonomi kreatif;

g. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan  umuin dibidang
ekonomi kreatif sesuai peraturan pcrundang-undangan yang berlaku;

h.  pemi)inaan dan pengawasan dibidang ekonomi kreatif sesuai dengan
peraturan perundang-undangan vang berlaku;

i.  pembcrian saran dan perlimbangan kepada kepala dinas berkenan
dengan tugas pokok dan fungsi dibidang ekonomi kreatif;

j.  pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi dibidang ekonomi kreatif; dan

k.  pelaksanaan tugas lain dibidang ekonomi kreatif vang diserahkan kepala
,linns

Pasal 25

(I) Bidang Ekonomi Kreat.il' sebagaimana dimaksud dalani Pasal 22 aval (1)

Ici'diri dari:
;j. Scksi Pcngcmbansan Rkonomi Krcnlif;
b.Seksi P(-masaran Ekonomi Kret it"; clan
c.Scksi Pengcrnbangan Sumber Uaya Ekonomi Krcatil.



(2) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepaia Seksi y;mg berada
dibawuh dan bertanggung jawab langsung kepada Kcpala Midang.

Pasal 2(>

(1)Scksi Pengembangan Rkonomi Krcatif sebagaimana dimnksud dnlam Pasal
25 ayai (1) huruf a, mcmpunyai lugas pokok mengumpulkan, mengolah
(ia n  mcrumuskan  bahan  kebijakan  leknis  dibidang  pengembangan

ekonomi kreatif.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada aval (1),
Scksi l'engembangan likonomi Krcatif mcmpunyai t'ungsi:

a.penvusunan program kcrja di scksi pengembangan ekonomi krcatif;

b.pengumpulan,  pengolahan dan perumusan bahan kcbijakan leknis
bidang pengembangan ekonomi krealif;

c. pengawasan lerhadap pelaksanaan tugas dan tungsi slaf di seksi
pengembang;ui ekonomi krcatif;

(I. peiaksanan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan lugas ()okok dan
fungsi dibidang pengembangan ekonomi krcatif;

e.pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelavanan umum dibidang
pengembangan ekonomi kreatii' sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang beiiaku;

f. pemhinaan dan pengawasan dibidang pengembangan lCkonomi kreatii"
sesuai dengan peraluran pemndang-undangan yang berlakn;

g.penyusunan konsep saran dan pcrtimbangan kcpada kcpala bidang
berkenan  dengan  pelaksanaan  lugas  dan  iungsi  dibidang
pengembangan ekonomi kreatif;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan tcrhadap pelaksanaan
lugas daji fungsi dibidang pengembangan ekonomi krealiT; dan

i. pelaksanaan lugas lain dibidang pengembangan ekonomi krcalif yang
discrahkan oleh kcpala bidang.

Pasal 27

1i)Seksi Pcmasaran Kkonomi Kreatif scbagaimana dimaksud dalam I'asal 25
ayat (1) huruf 1), mcmpunyai tugas pokok mcngumpulkan, mengolah dan
mcrumuskan  bahan  kcbijakan  teknis  dibidang pcmasaran  ekonomi
krealii'.

(2)Unluk melaksanakan lugas pokok scbagaimana dimaksud pada ayat (1),
Seksi Pcmasaran Kkonomi Kreatif mcmpunyai fungsi:

a.penyusunan program kcrja di seksi pcmasaran ekonomi krcatif;

b.pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kcbijakan teknis
bidang pcmasaran ekonomi kreatif;

c.pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di seksi
pemasaran ekonomi kreatif;

d.peiaksanan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan lugas pokok dan
fungsi dibidang pcmasaran ekonomi kreatif;

e. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelavanan umum dibidang
pcmasaran ekonomi  kreatif  sesuai  dengan  peraturan  perundang-
undangan yang beiiaku;

I", pembinaan dan pengawasan dibidang pcmasaran ekonomi kreatif"
sesuai dengan peraluran pemndang-undangan yang berlaku;



g. penyusunan kotiscp saran dan perlimbangan kepada kepala bidang
berkenan dengan peiaksaiiaan tugas dan lungsi dibidang pemasaran
ekonomi kreaiil";

b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan torhadap pelaksanaan
lugas dan l'ungsi dibidang pemasaran ekonomi krealif; dan

i. pelaksanaan tugas lain dibidaiig pemasaran ekonomi krealif vang
diserahkan o!eh kepala bidang.

Pasal 28

(1) Seksi  Pengembangan  Sumbor  Daya  likunomi  Krealif  sebagaimana
diniaksLid dalam Pasal 2r> aval (I) huruf e, mempunvai lugas pokok
mrngumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kel)ijakan leknis
dibidang pengembangan Number daya ekonomi krealit.

(2) Unluk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Seksi Pengembangan Sumbor Daya Hkonomi Krcatil'mempunyai l'ungsi:

a.penyusunan program kerja tii  seksi  pengembangan sumber daya
ekonomi kreatif;

b.pengumpulan. pengolahan dan pcrumusan bahan kebijakan leknis
bidang pengembangan sumber daya ekonomi krealif;

<:. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan l'ungsi  slat' di  seksi
pengembangan sumber daya ekonomi kreatif;

d.pelaksanan koordinasi dan lasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan
fimg.si dibidang pengembangan sumber daya ekonomi krealif;

e. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan iiranni dibidang
pengembangan sumber daya ekonomi kreatif sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang beriaku;

1. [jembinaan dan pengawasan dibidang pengembangan sumber dava
ekonomi kreatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
beriaku;

g. penyusunan konsep saran dan perlimbangan kepada kepala bidang
berkenan  dengan  pelaksanaan  tugas  dan  i'ungsi  dibidang
pengembangan sumber daya ekonomi kreatif;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terbadap pelaksanaan
lugas dan  I'ungsi  dibidang pengembangan sumber daya  ekonomi
kreatif; dan

i. pelaksanaan tugas lain dibidang pengembangan sumber daya ekonomi
kreatif yang diserahkan oleb kepala bidang.

Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 29

(1) Unit I'elaksana Teknis Dinas sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 ayat
(I) huruf I", mempunyai lugas pokok melaksanakan sebagian tugas Teknis
Dinas dibidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang wilayah kerjanya
meliputi I (salu) alau beberapa wilayah keeamatan.

(2) Unit  Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana di maksud pada ayat (1),
dipimpin  oleh  seorang  Kepala  UlyfD  yang  berada  di  bawah  dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.



BAB ill
Keiompok Jabatan I-'ungsional

I'nsal 30

(1)Kiiompok Jabatan Fungsional scbagaimana dimaksud dalam 1'asal 5 aval
1 huruTg, tenliri dari scjumlah IVgawai Negeri Sipil dalnm jcnjang jabatan
lungsional  tertenlu  berdasarkan  bidang  kcahlian  dan  kctcrampilan
UTh'iitu.

(2)Jabatan l''ungsional scbagaimana dimaksud dalam 1'asal 5 avat (1), dijabat
olch pcjabat  lungsional yang bi'rada dibawah dan bcrUmggungjawab
langsung kepada Kepala Dinas metalui Sckrctaris.

(3)Jcnis Jabatan Fungsional  dan jumlah pcmcgang jabatan fungsional
sebagaimana dimaksud pada aval  (2),  diletapkan dengan Kcpulusan
Bupati berdasarkan kebutuhan mclalui analisis jabalan.

BAH IV
TATA KliKJA DAN PKLAPORAN

Bagian Kcsatu
Tata Kerja

Pasal 31

(ij Dalam meiaksanakan lugas pokok seluruh pemegang jabatan struklural,
jal)alan non slruklural alau  jabalan fungsional wajil)  mclaksanakan
koordinasi,  integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-
masing maupun antar sal nun kcrja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Setiap pimpinan saluan kcrja clilingkungan dinas wajib mclaksanakan
lugas  pokok  memimpin  dan  mcmbcrikan  kc.bijakan  kcrja  kcpada
bawahannva.

(3) Kepala Uinas dan scluruh pejabal struktural di dinas wajib melaksanakan
fungsi  pcngawasan mclckat dalam saluan kcrja masing-masing dan
mcngamliil langkali-langkaVi yang dipciiuki-iTi \ lnk ]^cnytTi's;\ an masalah

sesuai kclentuan yang bcrlaku.

Hagian Kcdua
Pela[K)ran

Pasai 32
(ij Kcpala Dinas wajib menyampaikan iaporan pclaksanaan lugasnya secara

pctiodik maupun sevvaktu-wakiu dan tcpal waktu kcpada Rupati mclalui

Sekn-taiis Dacrah Kabupatcn.

(2) Kcpala Dinas wajil) menyampaikan Iaporan akuntabililas kincrja instansi

kcpada Bupati mclalui Sckretaris Daerah Kabupaten Bcngkayang secara

lepat waktu yang disusun bcrdasarkan ketcntuan dan pedoman yang

bcrlaku.

(3)Sctiap pimpinan saluan kcrja dalam dinas wajib mematuhi kebijakan

kcrja yang diberikan sesuai ketcntuan dan wajib menyampaikan Iaporan

pclaksanaan lugas baik secara pcriodik maupun sewaktu-vvaktu dan tcpat

waktu  kcpada atasan masing-masing sesuai dengan ketcntuan vang
bcrlaku.



(4) Scliap pimpinan unit kerja wajib mengolah laporan yang diterirna dari
bawahan dan  menggunakannya sebagai  bahan evaiuasi  dan  bahan

pejiimbangan daJajn memberikan kebijakan kerja kepada bauaban.

HAB V
PKMBIAYAAN

Pa sal 33

(1)Pelaksanaan program bcrdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah kabupaten Hengkavaiig.

(2)Pelaksanaan F'rogram berdasarkan tugas pembantuan mcnjadi beban
pada Anggaran Pcndapatan dan Belanja Negara.

(3)Laporan pengelolaan anggaran yang disajikan dalam bcnluk laporan
keuangan sesuai ketcntuan yang berlaku disampaikan kepada Bupali,
dan tugas pembantuan juga wajib disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

BAB VI
KETENTUAN LA1N-I,AIN

Pasal 34

(l)Krpaia Dinas wajib mcmberikan dukungan dan kcrjasama yang baik

dalam kegiatan pernantauan dan cvaluasi serta memfasilitasi penataan

perangkat  dacrah  yang  dilaksanakan  oleh  satuan  kerja  yang

bertanggungjawab dibidang organisasi.

(2| Iwakiasi  kinerja  Kepala  Dinas  dilakukan  sctahun  sekali  dibawah
koonlinasi Sekretaris Daerah Kabupaten yang secara tekhnis operasional

dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggungjawab dibidang organisasi.

(3) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perinlah/pel tinjuk atasan

untuk kelancarati pelaksanaan tugas.

(4) Dalarn  rangka  penyernpurnaan kelernbagaan dinas,  unit  kerja yang

berianggungjawab dibidang organisasi bcrkewajiban melakukan evaluasi

beban kerja setiap pemegang jabalan melalui ob.servasi  (activity sampling)

secara perioclik.

BAB VII
KETii.NTUAN PERAL1HAN

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Bup;iti ini, maka Peraturan Bupati Nomor 21

Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi,  Tugas Pokok, Kungsi dan Tata

Kerja Dinas Kcbudayaan, Pariwisala,  Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Kengkasang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.



pp.,-.̂ . @'  '.-st "̂ :

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini tnulai bcrlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bengkayang.

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal & ek+ober  2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPAXEM-BENGKAYANG

Ditetapkan di Bengkayang
padatanggal ?ofrtoler 2014

./

Vbupati bengkayang, f

^SURYADMAN GIDOT

' V KRISTIANUS ANYIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BEafGÎ V&NG TAHUN 2014 NOMOR 3C
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